BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

Nomor — g97/K/B106/1IM.02.00/1V/2019
Lampiran ¢ 1 Berkos
Perilal . Himbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Serang

Kepada Yih,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Seranng,
i

Tempal

Dalam rangka mewujudkan pemilu demokratis bermartabat dan berkualitas
serta untak menjalankan tugas pencegahan terhadap  pelanggaran pemilu yang
berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimanan amanat undang-udang Nomor 7
Tahun 2017 tentang, pemilihan umum, Bawaslu Kota Serang, menghimbau Pegawai
Aparatur Sipil Negara dikota serang, agar menjaga integritas dan profesionalisme-nya
dengan menjunjung  tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan selama berlangsungnya pemilihan umum  tahun 2019, dengan  tidak
berpolitik praktis yang mengarah kepada keberpihakan, berafiliasi dengan partai
politik, serta membuat keputusan atau  tindakan yang  menguntungkan atau
merugiban Calon Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Dacrah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan berkaitan hal diatas
dan kepada ASN di Kota Serang agar memperhatikan Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Republik Indonesia Nomor :
B/71/M.SM.00.00/2019 (Berkas Terlampir)

Demikian Surat Himbauan ini disampaikan atas  perhatian dan  kerjasanyanya
diucapkan terima kasih,
Serang, 01 April 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

LETUA,

Tembusan ;

- Walikota Serang,
- Arsip

Catatan : Mohon Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Untuk Bisa
Memperbanyak dan Menycebarkan Kepada Sekolah SMP dan SD Negeri Se-kota Serang,
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MENTERI
PENDAYAGUN AN APARNIUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIKN INDONESIA
Nomor : B/94/M.SM.00.00/2019 26 Maret 2019
Lampiran :-
Hal - Pelaksanaan Netralitas ASN pada Penyelenggaraan
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019
Yth.

1. Para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat
2. Para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Daerah

di -
Tempat

Dalam rangka Penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden, serta
pemilihan legislatif tahun 2019, agar para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK),
Pejabat vang Berwenang (PyB), dan seluruh  Aparatur  Sipil Negara (ASN)

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps
dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil:

6. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor  B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang
Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada Serentak
Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 201 9;

7. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor B/36/M.SM.00.00/2018 tanggal 2 Februari 2018 tentang Ketentuan
bagi ASN yang Suami atau Istrinya Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/\Wakil Presiden.
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B, Polaksanaan Kewajlban dan Larangan

1. ASN wajib netral, tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan
tidak memihak kepada kepentingan siapapun,

2. ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun
golongan, vyaltu dalam hal ASN dilarang melakukan perbuatan yang
mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang
mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.

3. ASN waljib menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat

SN,
4,

ASN dilarang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.

ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Pemerintah
MNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

C. Penegakan, Pemantauan dan Evaluasi

1. Terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran netralitas dilaporkan

kepada unsur pengawas pemilu setempat, untuk dapat diperiksa/diproses
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, unsur
pengawas pemilu merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan
mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara.

Y

Terhadap rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada
angka 2, jika ditemukan bukti pelanggaran netralitas, maka instansi

pemerintah segera menindaklanjuti dengan membentuk Majelis Kode Etik
atau tim pemeriksa hukuman disiplin.

4. Jika hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dinyatakan
terdapat pelanggaran kode etik, maka penyelesaiannya dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Adapun jika
dinyatakan terdapat pelanggaran disiplin, maka penyelesaiannya
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

o

Seluruh tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
pada angka 2, 3, dan 4 dilaporkan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil

Negara dan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Retormasi Birokrasi,
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6. Dalam hal rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada
angka 2 tidak ditindaklanjuti oleh PPK, maka Komisi Aparatur Sipil Negara
dapat merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi
administratif sesual peraturan perundang-undangan.

D. ASN yang menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah
(DPD)

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum, khususnya pada Pasal 240 ayat (1) huruf k dan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Nomor 20 Tahun 2018 khususnya pada Pasal 8 ayat
(1) huruf b angka 6, pada intinya menyatakan bahwa “Bakal calon anggota
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara
Indonesia dan harus memenuhi persyaratan. Salah satu syarat yang
dimaksud adalah mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara yang
dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali".

Berdasarkan Pasal 268 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP 11/2017) menyatakan bahwa
Permohonan berhenti sebagai PNS karena mencalonkan menjadi calon
anggota DPR, DPRD, dam DPD diajukan secara tertulis dengan membuat
surat permnyataan pengunduran diri kepada Pejabat Pembina Kepegawaian

(PPK) melalui Pejabat Yang Berwenang (PyB) secara hierarkis setelah
ditetapkan sebagai calon oleh KPU.

Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud angka 2 ditetapkan
paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.
Bagi ASN yang telah terdaftar sebagai Daftar Calon Sementara (DCS)
sampai dengan ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislatif
DPR RI. DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah
dipublikasikan oleh KPU, sudah tentu telah memenuhi kelengkapan
administratif termasuk di dalamnya adalah bukti fotokopi Kartu Tanda
Anggota partai politik yang masih berlaku. Hal ini disyaratkan sesuai dengan
Pasal 8 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.
5. Terhadap ASN yang menjadi calon anggota legislatif khususnya calon
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, maka
pemberhentiannya sebagai ASN bukan mengacu pada surat pengunduran
diri setelah ditetapkan sebagai calon oleh KPU sebagaimana dimaksud pada
angka 4, melainkan pemberhentiannya mengacu pada larangan ASN
menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Oleh karena ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik,
maka ASN yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib

(@]

Scanned by CamScanner



mengun .
dib ° df’”‘a" diri secara -
erhentikan dengan tertulis.

ASN .
hormat sebagai yang mengundurkan diri

pengu - i
- 9 Nduran dji ASN yang b ASN terhitung mulai akhir bulan
1ajukan Secara tertylis " 9 bersangkutan. Permohonan berhenti dimaksud
€pada PPK melalui PyB secara hierarkis.

i o
empat ban Sebaqa|mana dimaksud pada angka 6 ditetapkan
€las) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

yar?g tida.k mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada
entikan tidak dengan hormat sebagai ASN terhitung mulai
N yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus

Keputusan Pemberhent
Paling lama 14 (
8. Terhadap ASN
angka 6 diberh
akhir bulan AS
partai politik,

Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 8 ditetapkan
paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah ASN yang bersangkutan
terbukti menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

10. Seluruh pelaksanaan ketentuan pada angka 1 sampai dengan angka 9
dilaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan tembusan
kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
paling lambat 30 April 2019.

11. Dalam hal ketentuan pada angka 1 sampai dengan 10 tidak dilaksanakan,

maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

dapat merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi
administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

. calon Anggota DPR, DPRD, dan Anggota DPD yang Dinyatakan Lolos

Dalam Seleksi Calon Pegawai ASN

1. Berdasarkan Pasal 23 PP 11/2017 menyatakan bahwa Setiap warga negara
Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS
dengan memenuhi persyaratan, yaitu antara lain tidak menjadi anggota atau
pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.

2. Adapun seseorang yang telah terdaftar sebagai DCS sampai dengan
ditetapkannya DCT anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota yang telah dirilis oleh KPU, sudah tentu telah memenuhi
kelengkapan administratif termasuk di dalamnya adalah bukti fotokopi Kartu
Tanda Anggota partai politik yang masih berlaku. Hal ini disyaratkan sesuai
dengan Pasal 8 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

3. Maka calon anggota DPR, DPRD dan anggota DPD yang dinyatakan lolos
dalam seleksi calon Pegawai ASN yang tanggal penetapan sebagai
pengurus dan/atau anggota partai politik maupun tanggal penetapan DCT
oleh KPU, maka telah melanggar ketentuan peraturan sebagaimana
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Melakuk engan tetap menjaga netralitas.
an

lingkungan i":e:ga"*_'asan. terhadap Aparatur Sipil Negara yang berada di
Kampanye stansi masing masing sebelum, selama, dan sesudah masa
ket y agar tetap menaati peraturan perundang undangan dan

entuan kedinasan yang berlaku.
Seluru i
e kh Aparatur Sipil Negara agar tetap menjaga kebersamaan, soliditas dan
- kOTPS dalam menyikapi situasi politik yang ada dan tidak terpengaruh

'U melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau
ketidaknetralan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani  bersama dalam
pelaksanaannya. Terima kasih.

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI,

- QYAFRUDDIN

Tembusan Yth:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;

3. Ketua Komisi Perilihan Umum Republik Indonesia;

4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
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